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Abstrak  
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penerapan Prinsip-
Prinsip Good Governance belum terlaksana dengan baik. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good 
Governance Di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Data analisis 
menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap 
: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good 
governance di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke sudah optimal 
yang di lihat dari beberapa aspek yaitu akuntabilitas, transparansi, 
partisipasi, supremasi hukum. Dari segi akuntabilitas menunjukkan 
bahwa para pegawai Kantor Distrik Merauke sangat 
mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya. Dari aspek 
transparansi menunjukkan bahwa Kantor Distrik Merauke dalam hal 
memberikan informasi sangat terbuka karena masyarakat yang sedang 
mengurus surat-surat administrasi atau KTP yang belum mengetahui 
syarat-syarat pengurusan pegawai Kantor Distrik Merauke langsung 
memberitahukan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari aspek 
partisipasi masyarakat sangat antusias dalam ikut berpartisipasi dalam 
penerapan good governance. Penegakan hukum yang berlaku di Kantor 
Distrik Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan 
oleh Kepala Distrik. Jika pegawai yang menyalahi aturan tersebut tidak 
bisa di tangani langsung di serahkan kepada Sekertaris Daerah untuk 
ditindak lanjuti. 
Kata kunci : Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi   
 
Pendahuluan 
Good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi 
masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam 
rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil 
guna bertanggung jawab serta bebas KKN ( korupsi, kolusi dan nepotisme ). 
Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia 
adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan 
mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan sebuah 
good governance. Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan 
berwibawa (clean and good governance) menjadi cita-cita dan harapan setiap 
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bangsa. Konsep “government” menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan 
berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintahan). Konsep 
“government” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran 
berbagai sektor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat 
juga sangat luas(Ganie Meuthia Rochman 2000). Good governance adalah cita–
cita yang menjadi misi setiap penyelenggaraan suatu negara, termasuk Indonesia. 
Good governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan 
yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa 
diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik. Governance 
diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga 
mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam 
konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu 
menjadi aktor yang menentu. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan 
maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan 
pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di 
komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya 
redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, 
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri(Sumarto Hetifa 
Sj 2003). Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya political 
governance yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari 
segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, 
pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, 
efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam 
pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal 
ini disebabkan karena pemerintah merancang prinsip - prinsip good governance 
untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan 
pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga masyarakat masih 
menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung 
lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. Gambaran buruknya birokrasi 
antara lain yaitu kewenangan antar lembaga yang timpang tindih, sistem, metode, 
dan prosedur kerja belum tertib, pegawai negeri sipil belum profesional, belum 
netral dan sejahterah, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar pada 
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koordinasi ,integrasi, dan sinkronisasi program belum terarah, serta disiplin dan 
etos kerja aparatur negara masih rendah.  Agar perspektif good governance dapat 
terselenggara, terdapat 4 prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan 
supremasi hukum (Sedarmayanti 2009). Tentunya Kantor Distrik Merauke sebagai 
perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah secara 
baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menerapkan prinsip-prinsip 
yang terdapat di dalam good governance agar terselanggaranya pemerintahan 
yang baik.  
Temuan di lapangan menyebutkan, untuk menyelenggarakan pemerintahan 
yang baik dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Distrik 
Merauke masih memerlukan proses agar terselenggaranya pemerintahan yang 
baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi sementara di Kantor Distik 
Merauke yang peneliti temukan adalah dalam akuntabilitas yang menyangkut 
pertanggungjawaban memang sudah ada terjadi, tetapi bentuk 
pertanggungjawaban lebih bersifat hirarkir berdasarkan tingkat strukturisasi yang 
ada pada Kantor Distrik Merauke, namun belum ada pertanggungjawaban pihak 
kantor secara politik kepada masyarakat maupun swasta dalam memberi 
pelayanan di Kantor Distrik Merauke. Dalam transparansi yang berhubungan 
dengan kurangnya keterbukaan mengenai informasi kepada masyarakat yang 
berhubungan dengan pembangunan dan lain-lain dari Kantor Distirk Merauke. 
Adapun partisipasidalam prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan waktu 
penyelesaian dalam pelayanan yang tidak tepat waktu. Sedangkan dalam 
supremasi hukum atau penegakkan hukum suatu pelayanan belum sesuai dengan 
apa yang telah dilihat seperti kelonggaran dalam sanksi-sanksi jika terjadi 
kesalahan dalam pelayanan. Hal ini dibuktikan ketika timbul berbagai tuntutan 
pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat.  
Kencenderungan  seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan 
sebagai pihak “melayani” bukan dilayani. Pelayanan yang seharusnya ditujukan 
pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat kepada 
pejabat negara. Kurang transparan pengambil keputusan yang dilakukan 
pemerintah, kontrol lembaga yang kurang berfungsi dengan baik sehingga 
pelayanan kepada masyarakat di Kantor Distrik Merauke kurang maksimal, masih 
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terdapat penyalahgunaan kekuasan oleh oknum-oknum pejabat tertentu. Tujuan 
kajian ini untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di 
Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke tepatnya di Kantor Distrik 
Merauke. Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang terperinci tentang 
Good Governance dalam pemerintahan di kantor distrik Merauke, Kabupaten 
Merauke, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Data yang 
diperlukan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Dalam 
penelitian ini penulis pengumpulan data dengan cara wawancara dengan objek 
yang diteliti. Di dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada 
beberapa tahapan yang terdiri dari: reduksi data (data   reduction), penyajian data 
(data display), pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi 
(conclusion drawing/verivication)(Moleong J.L 2015). 
Hasil Dan Pembahasan  
A. Akuntabilitas 
Pertanggung gugatan publik yaitu adanya pembatasan dan 
pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada 
pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di 
pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya 
kepada pemilik(Sedarmayanti 2009). Pertanggungjawaban yang dilakukan 
pegawai Kantor Distrik Merauke lebih mengacu kepada masyarakat dalam hal 
pelayanan seperti pengurusan surat-surat administrasi dan lain-lain. Pelayanan 
yang diberikan pegawai sudah optimal dengan  sudah tidak ada lagi pemungutan 
biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan secara tidak langsung 
pertanggungjawaban yang diberikan pun memuaskan, pertanggungjawaban 
pegawai Kantor Distrik Merauke berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang 
berlaku. Pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas 
adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 
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aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah 
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut 
(Mardiasmo 2002).  
B. Transparansi 
Transparansi adalah proses resmi yang mengharuskan jalur atau 
keleluasaan kepada  seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang 
pelaksanaan pemerintahan, yakni berita tentang regulasi, proses pembentukan 
serta input yang dicapai(Lalolo krina 2003). Terutama informasi yang handal 
berkaitan dengan masalah hukum, peraturan dan hasil yang dicapai dalam proses 
pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses 
informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah 
daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya 
di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah 
daerah. Transparansi yang sudah di berikan oleh pegawai kantor Distrik Merauke 
sangat terbuka dalam hal memberikan informasi mengenai pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat. Informasi yang diberikan dalam hal pelayanan 
menjadi sangat penting untuk masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang 
prosedur pelayanan di kantor Distrik Merauke. Upaya yang dilakukan Kantor 
Distrik Merauke dalam memberikan informasi secara tidak langsung melalui media 
massa seperti informasi melalui radio dan secara langsung kepada masyarakat 
seperti pemberitahuan mengenai persyaratan pengurusan berkas-berkas 
administrasi kependudukan atau surat-surat penting lainnya. Setidaknya ada 6 
prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) 
yaitu(Liong Tundunaung 2018); 1.Adanya informasi yang mudah dipahami dan 
diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program), 2.Adanya 
publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, 3.Adanya 
laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan 
proyek yang dapat diakses oleh umum, 4.Laporan tahunan,  5.Website atau media 
publikasi organisasi, 6. Pedoman dalam penyebaran informasi. 
C. Partisipasi 
Partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalamsituasi 
kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadaptujuan kelompok 
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serta membagi tanggungjawab bersama mereka (Siti Irene Astuti D 2009). 
Terutama memberi kebebasan kepada masyarakat untuk berkumpul, 
berorganisasi, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan. 
Masyarakat sangat aktif berpartisipasi dalam hal pelayanan yang diberikan Kantor 
Distrik Merauke. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menyalurkan 
pendapat mereka sebagai masukan-masukan terhadap pengambilan keputusan. 
Hal ini terlihat dari pembinaan yang sudah dilakukan oleh pegawai Kantor Distrik 
Merauke yang memfasilitasi dan mengumpulkan semua aspirasi masyarakat yang 
dibutuhkan seperti pada saat kegiatan Musrembang yang melibatkan masyarakat 
untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan tersebut. Hasil di atas di dukung 
oleh pendapat Isbandi   Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat 
dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, 
pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 
masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat 
dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi(Isbandi Rukminto 
2007).Selanjutnya menurut Adisasmita, Partisipasi masyarakat dapat 
didefenisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam 
pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
(implementasi) program pembangunan(Adisasmita, Rahardjo 2006). 
Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa 
penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Distrik Merauke Kabupaten 
Merauke sudah optimal secara segi akuntabilitas menunjukkan bahwa para 
pegawai Kantor Distrik Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil 
kerjanya. Hal ini di lihat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Kantor 
Distrik Merauke lebih aktif kepada masyarakat sesuai ketentuan aturan-aturan di 
dalam pelayanan. Aspek transparansi menunjukkan bahwa Kantor Distrik 
Merauke dalam hal memberikan informasi sangat terbuka karena masyarakat 
yang sedang mengurus surat-surat administrasi atau KTP yang belum mengetahui 
syarat-syarat pengurusan pegawai Kantor Distrik Merauke langsung 
memberitahukan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kantor Distrik Merauke 
juga biasa memberikan informasi dengan cara tidak langsung seperti melalui 
media massa yakni berupa informasi melalui RRI atau papan pengumuman di 
 Tersedia online di https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip 
 Volume. 1  No. 2  Tahun 2019           10-16 
 
16 
Copyright @ 2019, MJPA, p- ISSN: 2622-6499, e-ISSN: 2622-917X 
Kantor Distrik Merauke. Aspek partisipasi masyarakat sangat antusias dalam ikut 
berpartisipasi dalam penerapan good governance. Hal ini dilihat dari keikutsertaan 
masyarakat dalam mengikuti beberapa kegiatan seperti musrembang. Partisipasi 
masyarakat sangat diperlukan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat 
yang tersalur melalui kegiatan-kegiatan pemerintah seperti musrembang. Kantor 
Distrik Merauke bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan untuk menampung 
semua pendapat-pendapat yang dituangkan oleh masyarakat. 
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